
BUPATI KATIINGAN

PERATURAN BUPAI] KATINGAN

NOMOR : 5a TAI-IUN 2012

TENTAN(:}

PBTUNJUK I'ELAKSANA RETRIBUSII IZIN USAHA PERIKANAN

DEN.GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

c.

d.

2.

BUPATI KATII,IGAN

bahwa sejalan derlgan otonomi daerah untuk
'penyelenggaraan Pernerintahan maka pemerintah
,Caeiah - perlu mernggali sumber pembiayaan

berdasarkan sumberdaya yang tersedia;

bahwa untuk menata' dan adanya kepastian hukum
ibagi pelaku usaha di bidang Kelautan dan Perikanan
u.hirrgg^ memudahklan pengav/asan, pengendalian,
pemb[iaan pihak terlait dipandang perlu memberikan
perlzinan dalam Usaha. Perikanan;

hahwa untuk melaksianakan sebagaimana dimaksud
pada huruf b diatas perlu dilakukan dalam sebuah
inekanisme petunjutr< pelaksana dalam bentuk
peraturan sebagaimailia dimaksud Pasal 5O Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun zoll tentang Retribusi
Perizinan Tertentu;

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c
cliatas perlu ditetaplcan dengan Peraturan Bupati
I(atingan;

IJndang - Undang Nomor 3 Tahun t982 tentang Wajib

Daftar 
- Perusahaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun L982!, Nomor 7, Tambahan Lembaran
I,legara Republik IndonLesia Nomor 32Vl;

tJndang - Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
peraira-n Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36a71;

IJndang - Undang Nomor 23 Tahun L997 tentang
PengelJlaan Lingliungan Hidlp (Lembaran Negara

it"-pi,ffifo Indonesia Tafuun L997 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3.
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4. tlndang - Undang Irlomor 5 Tahun 2OO2 tentang

F'embeitukan Kibupaten Katingan' Kabupaten

Meruyan, Kabupaten Sukamara' Kabupaten

I.,amand.au, Kabu-patr:rn Gunung Mas' Kabupaten

I\flurung n*yr-a"t' kab'upaten Barito Timur di Provinsi

Irlalimantan Tengah it't*U"t"t' Negara Republik

L:ndonesia Tahun 2'O:O2 Nomor 18' Tambahan

l-embaran Negara Repr:tblik Indonesia Nomor 4180);

5. {.lndang - Undang Nr:mor 31 Tahun 2OO4 tentang

Iierikanan (IrmbLart Negara Republik Indonesia
.[.ahun2oo4Nomor1]s,TambahanLembaranNegara
ll[epubliklndonesiaNtomor44ss)sebagaimanatelah
ctiubah aeng"" Undang - Undang Nomor 45 Tahun

2009 (Lemblaran Nega'ra Republik- Indonesia Tahun

i1009 tgomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Flepublik Indonesia Nomor 5073);

6.Ilndang-UndangN.rrcrDor32Tahun2oo4tentang
F'emerintaharr Dairah (kmbaran Negara Republik

I,ndonesia Tahun 2DO4 Nomor 125' Tambahan

Lembaran N;;;" Republik Indonesia Nomor 44371

sebagaimt r. "ttt"tt beberapa kali 9'^'bP' terakhir

clengan UiJ"t'e - Urrdang Nomor- 12 Tahun 2008

t,entang p"t"UJf'"" Irledua Atas Undang - Undang

l{omor32Tahun2oo,4tentangPemerintahanDaerah
(Lembaran 

-N"g;" 
-Republik 

indonesia Tahun 2OO8

I{omor sg, ii*bahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 48a41;

7. lJndang - Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keungan antara Pemerintah Rrsat dan

pemerinta'h paera[ (Irmbaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun ZOO+ Nomor 126' Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a$8\;

8. IJndang - Undang Norrtor 28 Tahun 2OO9 tentang Pqiak

Daerah d; Rltribusi Daerah (Lembaran Negara

Ieepublik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130'

'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5Oa9);

g. TJndang - Undang Irlomor t2 Tahun 2OLt tentang

lPembentukan Perafi;ran Perundang - undangan

(I,embaran-_N"g**RrepubliklndonesiaTahun2olL
Nomor 8;, 

- 
i;mbahr:m lrmbaran Negara Republik

Itndonesia Nomor 52321');

l0.PeraturanPemerintatrNomor38Tahun2oo7tentang
,Pembagian Urusan Pr:merintahan antara Pemerintah'

Pemerintrfr"r, Daeralh Provinsi dan Pemerintahan

Daerah faUupaten/Kiota (Lembaran Negara Republik'

IndonesiJ--iitt'" 2OoT Nomor 82' Tambahan

tembaran N"8; Rep'trblik Indonesia Nomor a737);

11. Peraturan Daerah Nlomor 03 Tahun 2008 tentang

Pembagian urusan Pemerintahan yang Menjadi

feuangan Pemerintatr Kabupaten Katingan (kmbaran

Daerah K;;il;"n KettinganTahun 2oos Nomor 3);



F'eraturan Daerah Nr:mor 5 Tahun 2OO8 tentang
Organisasi dan Tata lKerja Dinas Daerah Kabupaten
I{atingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
'I'ahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dl.engan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2OII
tentang Organisasi clan Tata Kerja Dinas Daerah
Idabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten
Ii.atingan Tahun 2OLl Nomor 3);

Peraturan Daerah Kr,tbupaten Katingan Nomor 16

l"ahun 2}lt tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011
Nomor 16);

14. I,ieputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
ftIep.O2/MEN/2OO4 tentang Perizinan, Usaha
F'embudidaya Ikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PER"6iTURAI{ BUPATI I(A'III{GAN TENTANG PETUIIJLK
PELAKSANA RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Btrpati ini yang dimaksurC dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan;
Pemerintah Daerah adalah Kepala Da"erah beserta Perangkat Daerah
Otonom lainnya sebagai Badan Eksekr-rtif Daerah Kabupaten Katingan;
Bupati adalah BrrPati Katingan;
Dewan Perwakilr:.n naryat Daerah se:[anjutnya disebut DPFID adalah

Badan Legeslatil' Daerah Kabupaten Kiatingan;
Sekretaris Daereth adalah Sekretaris Dia.erah Kabupaten Katingan;
Perangkat Daerra"h Otonom adalah Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Katir:gan;

T. Kepala Dinas ad.alah Kepala Dinas Kellautan dan Perikanan Kabupaten
Katingan;

8. Retribusi Daeri'lh, yang selanjutnlra disebut Retribusi' adalah
R.rngutan DaeraLh sebagai pembayaratr atas Jasa atau pemberian Izin
tertentuyangkhususdisediakandan,/alaudiberikanolehPemerintah
Daerah untuk Kepentingan orang pribcrdi atau badan;

9. Retribusi per:;zirt:ran tertentu adalah rr:etribusi atas kegiatan tertentu
pemerintu.h D""r'"h dalam rangka perrrberian izin kepada orang pribadi
atau badan y.11ng di maksud untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian drlrn pengawasan atas barang, prasarana, sarana atau
lasilitas tertentu guna melindungi Ka:pentingan Umum dan menjaga
Kelestarian Lin gl <ungan ;

lO. Usaha I(elautarl dan Perikanan adalrh semua kegiatan usaha yang

berhubungan Cl.engan eksploitasi, pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

12.

13.

1.
2.

3.
4.

5.
6.



ll.Izin Usaha peril,:anan (IUP) adalah i::in tertulis yang harus dimiliki
- - 

p"t"t g usaha Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan

-"rgg,r.rat a, sarana produksi yang tercantrrm dalam izin tersebut;

12. Surat Izin Usaha Perikanan 1StUe1, .dalah .izin tertulis yang harus

dimiliki p"*..n".n perikanan untul< melakukan usaha perikanan

d.engan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin

tersebut;
13. Usaha Perikanarl adalah semua usaha perorangan atau ba$an hukum

untuk p.r".rg3rpan, pembudidayaan dan pengolahan hasil perikanan

untuk tujuan komersil;
14. Surat lzin Penan:gkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus

dimiliki setiaf ii:Jpi perikanan dan atau perahu motor oleh orang

untuk *.tri.Lt# penangkapan ikarl dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan clari Surat Izin Usahra. Perikanan (SIUP);

15. Surat lzin xaii-i r"t g"t gkutan lkan (SIKPI) adalah surat .izin yarrg

wajib dimiliki iti,t o."ig ftiU"ai atau lbadan yang menggunakan kapal

sebagai suatu usaha .,.'t"k melakukarrr pengangkutan ikan;

16. Nelayan Andon adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan

dilaut aeng; nnenggunakan kapal pr,:rikanan ukuran tidak lebih 3o

GT atau Gt<u,rtarr- mesin tidak lebih 90 PK, dengan daerah

penangkap"rr--yr*rg berpindah-pindah _sehingga nelayan tersebut

berpangkalan s"e,mJnt"r^ waktu dipela.buhan perikanan diluar daerah

asal nelaYan tersebut;

BAB II

NAtrI/tA, OBJEK DAN SUB.JEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Fletribusi Usaha Perikr:man dipungUt retribusi sebagai

p.*6"y"ran atas pemberia n lzin usahre. Perikanan.

Usaha Perikana-n sebagaimana dimaLksud dalam ayat (1) .pas-4 ini

adalah semua rringtcaia"n kegiatan usiilra perikanan meliputi : Usaha
penangkapan, nluiiaaya, pe-ngolahan, pengumpulan, Penganghrtan,

dan pemasaran Hasii Perikanan yang hasilnya dalam bentuk izin

,",r,* perikanr:rn dan/atau ".,'"t keterangan pengiriman hasil

perikanan.

Pasal 3

objek retribusi adalah penerbitian win usaha perikanan berupa

pemanfaatan surnberdayaikan di wila:rah Kabupaten Katingan kepada

ir"rrg pribadi aliau badan usaha yar:Ig melakukan usaha perikanan

t".rgfi"i, usatr* perikanan budidaya, usaha pengolahan hasil

p"ri"r.""ro, usala pengangkutan da-n pemasaran hasil perikanan,

ir".fr" pengirima.n hasil p"tikrn^tt antar Kabupaten, Provinsi dan atau

ekspor.

Pasal 4

subjek retribusi adalah orang pribadi atay badan usaha yang

t"*p"toleh izin dari Pemerintah Daerah yang bergerak atau berusaha

ei uidang Kelarrtan dan Perikanan di wilayah hukum Kabupaten

Katingan.

BAB III

GOLONGAN RSI'RIBUSI

Retribusi lzin Usaha perikanan rligolongkan sebagai Retribusi

Perizinan Tertenlrr.

(1)

(2t



BAB IV

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

(1) Setiap orang, kelomPok atSu
usaha Perikanall di wilaYah
usaha Perikanan.

(2) lzin sebagaimarra dimaksud
Kelautan dan Perikanan.

(3) Nelayan atau PembudidaYa
merupakan matil Pencaharian
hari tidak wajib memiliki izin
Pasal ini.

Pasal 5

badan rrsaha yang melakukan kegiatan
Kabupatt:n Katingan wajib memiliki izin

pada 4yat (1) diterbitkan oleh Dinas

ikan perorangan Yang usahanYa
untuk memenuhi kebutuhan sehari -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

(21

(3)

Pasal 6

Untuk pemberian S;urat 1zin Penangkapan Ikan, dan Surat lzir. Kapal

Pengangkut Ikan, Surat Izin Pembudidaya Ik1n, surat Izin Pengumpul dan

p;G;i"h Hasil Per:ikanan diterbitkan oleh Kantor/Badan Pelayanan

Perizinan TerPadu.

BAB V

TA''TA CARA PEMUNGUT:\N RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Usaha Kelautan dan lF'erikanan dipungut, yStY- pada

saat pengurusall izin tersebut pada Dinas Kelautan dan Perikanan

atau iaaa Kantor Pelayanan Terpadu llabupaten Katingan.

ietribusi dipunpSut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi

Daerah (SKRD) atau Sarana 
-1en::rungutan yang lain yang di

persamakan.'iebelum pelaksanaan Peraturan Drlerah mengenai Retribusi lzin
Usaha Kelautan dan perikanan di Kabupaten Katingan ini, agar lebih

dulu disosialisasikan kepada masyarakat'

BAB VI

BESARNYA TARIF R:ETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi bervariasi m'enurut golongan sesuai dengan

prinsipdan sasa:ran penetapan tarif'
izi.r U.aha Perikanan MeliPuti :

a. lzinUsaha Perikanan (IUP) sebesar Rp' 250'0O0,-

b. Surat Izin Usaha Perikanan'
1. Perikanan TangkaP

a. Penangkafan- Perairan Laut sebesar Rp. 75.000,-

lKaPatllTahun
b. perrangi<apan Perairan Llmum sebesar Rp. 25.000,-

lKaPillTahun

(1)

(21

2. Perikanan BudidaYa
a. Ikan Hiar.s sebesar
b. Usaha Pembenihan

- Skala Perorangan sebesar
- Skala,Perusahaan sebesar

Rp. 75.OOO,- lOrang/Tahun

Rp. 50.000,-/Unit/Tahun
Rp. 1 50.000,- /Unit/Tahun



c.

d.

Usaha Eludidaya Kolam
- Kolam
- TambaLk

a). 1-10Ha
b). 11 - 100 Ha
c). > 100 Ha

Usaha l(eramba

Rp. 2.500,- / Kolam

Rp. 50.O00,- /Unit/Tahun
Rp. 100.000,- /Unit/Tahun
Rp. 150.0OO,- I Unit/Tahun
Rp. 5.000,- /Buah/Tahun

(1)
(2)

Pasal 9
Tarif retribusi di,tinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
Peninjauan tarif retribusi sebagain:Lana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan denga.n memperhatikan in.deks harga dan perkembangan
perekonomian sr,rat ini.
Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana di maksud ayat (21 ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TA.TA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Perrrbuatan Izin Usaha Perikanan (IUP) dipungut oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan.
(1) Retribusi Pembuatan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dipungut oleh

Kantor/ Badan Pelayanan Perizinan Te.rpadu.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi

Daerah (SKRD) atau Sarana Pemungutan lain yang sah.
(3) Pelaksanaan Peraturan Bupati mengenai Retribusi Izin Usaha Kelautan

dan Perikanan di Kabupaten Katingan ini, agar disosialisasikan kepada
masyarakat.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARI\N RESTRIBUSI

Pasal 1 1

Pembayaran retribusi dilakukan secara T\rnai/Lunas.
Diberikan tanda bukti pembayaran ya:ng sah.

BAB VIII

SYARAT.SYARAT PENC}URUSAN IZIN

Pasal 12

(1) Syarat-syarat urrtuk mendapatkan Izirn Usaha Kelautan dan Perikana.n
antara lain :

a. Kartu Tander Penduduk (KTP).
b. Izin Mendirikan Bangtrnan (IMB), bagi yang memiliki bangunan

Kantor atau bangunan yang digrrnakan untuk Usaha Kelautan
dan Perikanan tersebut.

c. Rekomendasi dari Kecamatan sefempat yang menyatakan orang
Pribadi atau Badan Usaha yang b,r:rsangkutan memang betul-betul
berusaha dibidang Kelautan dar:r perikanan di wilayah Hukum
Kabupaten [(atingan.

d. Melampirkarr Akte Pendirian Pentsahaan/Badan Usaha
berbentuk Eladan Usatra.

bagi yang

e. Melampirkar:r IUP yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan
Perikanan.

f. Fotocopy N['WP Pemohon

(3)

(1)
(2)



ob'

h.
i.
J.

Foto Ukuran 3x4 dua lembar
Keterangan Domisili
Mengisi Forrrrulir
Bers"edia darr siap mematuhi ketentuan - ketentuan yang diatur
oleh Pemerin.tah maupun Pemerintah Daerah mengenai Ketentuan

Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan'

BAB IX

SANKSI ADMINI|STRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak memb:lyar tepat waktunya atau kurang

membayar, dikenakan sanksi adminitltrasi berupa bunga sebesar 27o

iil;p;;"en) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak -tepat
waktu atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan Surat

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)'

BAB )(

PENGAWITSAN

Pasal 14

Dinas I(elautan dan Perikanan untuk
pengawasan terhadap kegiatan usaha

BAB ).II

KETENTUAN PIEMLIHAN

Pasal 15

lzin Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan
sebelum ditetalrkan Peraturan Daerah dan telah berakhir masa

berlakunya, haius disesuaikan denga:n Ketentuan - Ketentuan yang di

atur dalam Pera.'Euran BuPati.

BAB )ilI
KETENTUAN I?ENUTUP

Pasal 16

Hal- hal yang belum d.iatur dalam l?eraturan Bupati ini, sepanjang

mengenai-pelaksanaannya, akan diatrrrr lebih lanjut dalam Keputusan
Bupati.

Bupati Katingan menunjuk
melakukan Pernbinaan dan
perikanan.



Pasal 17

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku sejak di undangkan'
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
pJraturan Bupati -ini dengan penepatan dalam Berita Daerah

Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal )E asarYrtr 2012

BUPATI KATINGAN

\)l).r**4/
DTIWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 2& wsu:r\we 2Ol2

BERITA DAERAH KI\BUPATEN KATINGAI\I TAHUN

SEKRETARIS;


